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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Hasil PkM adalah kriteria minimal hasil Pengabdian 
kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Rasional standar Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam Tri dharma yang 
dilakukan oleh Akper Pemkab Ngawi. Hasil Pengabdian, 
sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 
diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan 
seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat 
dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi 
hasil Pengabdian. 

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) LPPM Akper Pemkab Ngawi (A) harus menyebarluaskan hasil 
PkM (B) dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau 
media lainnya(C) setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan 
(D). 

2) Hasil PkM (A) harus menjadi dasar pengembangan pendidikan 
(B) yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan serta kesejahteraan masyarakat (C) dalam rangka 
mencapai visi misi Akper pemkab Ngawi (D) 

3) Output hasil PkM (A) dapat dipatenkan (B) dalam bentuk Hak 
Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hasil dari suatu kreativitas 
intelektualnya(C) yang dimilki dalam kurun waktu tertentu (D) 

5. Strategi 1) LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, 
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pencapaian isi 
standar 

nasional maupun internasional.  
2) Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal 

maupun buku ajar melalui pelatihan/workshop.  
3) LPPM memfasilitasi dosen dalam mempublikasikan karya hasil 

PkM 
6. Indikator 

pencapaian standar 
1) Publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal, HaKI, 

dan poster 
2) Integrasi hasil PkM pada mata kuliah 
3) Pemanfaatan hasil PkM sebagai teknologi tepat guna (TTG) 

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permedikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana 
untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 
tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
 

3. Rasional standar Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam 
institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, 
evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi 
tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian kepada Masyarakat 
dapat sesuai standar maka diperlukan standar isi PkM.  

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat 
(A) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (B) yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat (C) dan sesuai bidang ilmu program studi (D) 

2) Lingkup PkM (A) harus sesuai dengan roadmap PkM Akper 
Pemkab Ngawi yang sudah ditetapkan (B) dalam mencapai visi 
misi (C) pada setiap periode usulan yang diajukan (D)  

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Melakukan sosialisasi standar ke dosen 
2) Mendorong pelaksana PkM untuk merencanakan dan 

melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasalahatan bagi 
kehidupan masyakat dan berkebangsaan yang sesuai dengan RIP  
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3) Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal 
melalui pelatihan/workshop 

6. Indikator 
pencapaian standar 

1) Isi PkM relevan dengan roadmap PkM    

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3) Permendikbud  No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 
keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) 
pemberdayaan masyarakat. 

3. Rasional standar Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan 
perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan 
proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen 
(sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh 
pengelola LPPM Akper Pemkab Ngawi Sedangkan kegiatan 
pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan 
pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara 
individu, reguler, kolaboratif. 
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4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (A) harus 
diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram (B) 
sesuai dengan roadmap pengembangan PkM Akper Pemkab 
Ngawi (C) yang telah disusun (D)  

2) Ketua LPPM (A) mewajibkan agar kegiatan PkM 
mempertimbangkan (B) standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana PkM, 
masyarakat, dan lingkungan (C) pada setiap periode pengusulan 
kegiatan PkM (D)  

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Melakukan sosialisasi standar ke dosen 
2) Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal 

melalui pelatihan/workshop 
3) Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat usulan PkM 

sesuai dengan RIP 
4) Mendorong pelaksana PkM untuk merencanakan dan 

melaksanakan PkM yang memiliki nilai kemasalahatan bagi 
kehidupan masyakat dan berkebangsaan 

5) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait 
dengan kegiatan PkM 

6. Indikator 
pencapaian standar 

1) Adanya SK reviewer 
2) Seleksi awal proposal PkM 
3) Penetapan pemenang hibah internal 
4) Seminar awal proposal PkM 
5) Mengadakan kontrak PkM 
6) Adanya dokumen laporan proposal PkM 
7) Seminar hasil PkM  
8) Laporan hasil PkM  
9) Jumlah keikutsertaan dosen dalam pengusulan hibah PkM 

eksternal 
10) Jumlah dosen yang mendapatkan hibah PkM eksternal 

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah 
merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan 
hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Rasional standar Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 
2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil 
PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. 
Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian 
relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan 
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 
standar proses PkM. 

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Penilaian proses dan hasil PkM (A) dilakukan dengan prinsip 
edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan (B) yang hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 
dan dipahami reviewer internal (C) yang dituangkan pedoman 
pada PkM (D)  

2) Penilaian proses dan hasil PkM (A) harus memperhatikan 
kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 
pengabdian kepada masyarakat (B) yang dipahami reviewer 
internal (C) yang dituangkan pada pedoman PkM (D) 

3) Penilaian PkM (A) dilakukan dengan menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM 
(B) yang dipahami reviewer internal (C) yang dituangkan pada 
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pedoman PkM (D) 

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Melakukan sosialisasi standar ke dosen 
2) Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal 

melalui pelatihan/workshop 
3) Mengembangkan pedoman review PkM  
4) Mendorong pelaksana PkM untuk senantiasa membuat PkM 

sesuai dengan RIP 
5) Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan 

PkM yang memiliki nilai kemasalahatan bagi kehidupan 
masyakat dan berkebangsaan 

6) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal, masyarakat 
terkait dengan kegiatan PkM 

7) Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip 
penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi.  

6. Indikator 
pencapaian standar 

1) Kesesuaian semua proposal dan hasil PkM yang dikerjakan oleh 
dosen telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan  

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Pelaksana PkM adalah merupakan kriteria kemampuan 
pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Rasional standar Rasional untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu 
tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam 
melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelakana wajib 
memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi 
Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 
Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 
Pengabdian (Permenristekdikti, 2015). Lebih lanjut dikatakan 
bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada 
kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian.  

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Pelaksana PkM (A) harus memiliki kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi PkM (B) yang sesuai dengan bidang 
keilmuan, objek serta tingkat kerumitan dan tingkat 
kedalaman PkM (C) pada setiap usulan PkM (D) 

2) Pelaksana PkM (A) harus memiliki kualifikasi Pendidikan 
minimal magister (B) untuk dapat mengajukan usulan PkM 
(C) pada LPPM (D)  

3) Dosen (A) melibatkan mahasiswa (B) dalam melaksanakan 
kegiatan PkM (C) yang dilaksanakan minimal 1 kali setiap 
tahun (D) 

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Melakukan sosialisasi standar ke dosen 
2) Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian 

kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM  
3) Mendorong pelaksana untuk membuat PkM sesuai dengan 
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bidang keilmuan 
4) Mendorong pelaksana PkM untuk merencanakan dan 

melaksanakan PkM yang memiliki nilai kemasalahatan bagi 
kehidupan masyakat dan berkebangsaan 

5) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait 
dengan kegiatan PkM 

6. Indikator 
pencapaian standar 

1) Dosen melakukan PkM satu kali setahun sesuai bidang keilmuan  
2) Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM 
3) Terdapat kelompok pelaksana PkM sesuai bidang keilmuan  

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan 
isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM  
Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 
untuk menunjang pelaksanaan PkM 
Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 
utama terlaksananya PkM  

3. Rasional standar Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi 
yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait 
dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan 
kegiatan PkM pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan 
prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan. Oleh karena itu, Akper Pemkab Ngawi menyatakan 
perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM.  

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Sarana dan Prasarana PkM (A) harus dapat memfasilitasi PkM 
(B) yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi (C)  

2) Sarana dan prasarana PkM (A) harus dapat dimanfaatkan (B) 
dengan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan (C) selama kegiatan PkM (D).  

 
 
 

5. Strategi 1) Direktur, ketua Program Studi dan ketua LPPM melakukan 
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pencapaian isi 
standar 

sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi 
ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan 
PkM.  

2) Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana 
PkM 

6. Indikator 
pencapaian standar 

Terdapat sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk 
menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi 
hasil PkM (alat-alat laboratorium, buku referensi, akses internet) 

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan PkM. 
Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM. 
Kelembagaan adalah lembaga PkM, lembaga PkM dan pengabdian 
kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 
Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi 
seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan 
diseminasi PkM 

3. Rasional standar Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan 
PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 
kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 
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4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) LPPM Akper Pemkab Ngawi (A) wajib:  
a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM 

sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi; 
b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal PkM; 
c. Memfasilitasi pelaksanaan PkM;  
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 
e. Melakukan diseminasi hasil PkM; 
f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan 
kekayaan intelektual (KI);  

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; 
dan  

h. Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya (B)  
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan dan akuntabel (C) yang sesuai dengan rencana 
pengembangan (D)  

2) Akper Pemkab Ngawi (A) wajib:  
a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian 

dari rencana strategis Perguruan Tinggi;  
b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling 

sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi 
ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;  

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau 
fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara 
berkelanjutan;  

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau 
fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;  

e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu 
pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;  

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga 
lain melalui program kerja sama PkM;  

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan  

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM 
dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit 
melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi (B)  

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan dan akuntabel (C) yang sesuai dengan rencana 
pengembangan (D)  

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, 
panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal 
kegiatan PkM.  

2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.  
3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 

kerjasama PkM dengan lembaga lain.  
4) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.  
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5) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana 
kegiatan PkM.  

6) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
PkM.  

7) Menetapkan sistem penghargaan PkM.  
8) Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM.  
9) Memantau kinerja kelembagaan LPPM Akper Pemkab Ngawi 

pada SIMLITABMAS dan LITABDIMAS 
6. Indikator 

pencapaian standar 
1) Tersedianya roadmap, renstra, rencana operasional PkM 
2) Tersedianya panduan PkM 
3) Sosialisasi panduan PkM 
4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM 

dan pengembangan keilmuan 
5) Pemanfaatan sarana dan prasaran PkM  
6) Penyampaian lapran kinerja di PDPT  
7) Presentase keikutsertaan dosen dalam kegiatan 

seminar/klinik/pelatihan/workshop penyusunan proposal PkM 
8) Desiminasi hasil PkM  
9) Reward bagi pelaksana PkM berprestasi  

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 
Akper Pemkab 
Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 
tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 
pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 
Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 
Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 
masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 
dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 
prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 
di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 
kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria 
minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. 
Perguruan tinggi wajib menyediakan dana PkM internal. Selain dari 
anggaran PkM internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat 
bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di 
dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan 
PkM digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan PkM; 2) 
pelaksanaan PkM; 3) pengendalian PkM; 4) pemantauan dan 
evaluasi PkM; 5) pelaporan hasil PkM; dan 6) diseminasi hasil 
PkM. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh 
pemimpin perguruan tinggi. 

3. Rasional standar Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi 
untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga 
dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari 
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di 
luar negeri, atau dana dari masyarakat. Sumber dana PkM dapat 
dibedakan dari internal dan eksternal Akper Pemkab Ngawi. 
Sumber internal adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan 
tinggi. Dana internal Akper Pemkab Ngawi dialokasikan dalam 
membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan manajemen 
PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil PkM, diseminasi hasil 
PkM, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan 
internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan 
untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.  
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4. Pernyataan Isi 
Standar 

1) Pudir II melalui LPPM Akper Pemkab Ngawi (A) wajib 
menyediakan dana PkM internal (B) yang digunakan untuk 
kegiatan PkM (C) yang tertuang dalam rencana anggaran 
tahunan (D)  

2) LPPM Akper Pemkab Ngawi (A) memfasilitasi anggaran PkM 
eksternal (B) yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama 
dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana 
dari masyarakat (C) yang telah direncanakan (D)  

3) Direktur melalui Pudir II (A) mengatur mekanisme pendanaan 
dan pembiayaan PkM yang digunakan untuk managemen PkM 
dan peningkatan kapasitas pelaksana (B) secara transparan dan 
akuntabel (C) yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan 
(D) 

5. Strategi 
pencapaian isi 
standar 

1) Direktur, Kaprodi, dan LPPM lainnya melakukan sosialisasi 
standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah 
anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang berlaku.  

2) LPPM berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi 
atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM ekternal. 

6. Indikator 
pencapaian standar 

1) Tersedianya alokasi anggaran PkM setiap tahun  
2) Adanya dokumen pelaporan pendanaan hibah PkM 

7. Pihak yang terlibat 
dalam pemenuhan 
standar 

1) LPPM 
2) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi  

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 
5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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